SALINAN

BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 97 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

: a. bahwa dengan adanya usulan pergeseran anggaran antar

obyek belanja dalam jenis belanja, antar rincian obyek belanja
dalam obyek belanja, dan antar jenis belanja serta untuk
menyesuaikan hasil inventarisasi dan/atau pemetaan
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah terhadap Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor : 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 Hal Hasil
Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun
Anggaran 2022, DHB CHT Tahun Anggaran 2022, usulan
Kemendikbudristek dan Kemenkes dan adanya reviu SiLPA
Bantuan Operasional Sekolah untuk menganggarkan
penggunaan kembali sisa dana Bantuan Operasional Sekolah
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi
sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
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: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi
Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta,;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3
Seri E No.2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
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Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 219);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 170);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2021 Nomor 14);

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 97 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 97
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan
sebesar Rp2.513.267.236.929,00 (dua triliun lima ratus tiga
belas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus tiga
puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah),
yang terdiri atas :

a. Belanja operasi;

b. Belanja modal;

c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.
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2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Pasal 8
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam

(2)

(3)

(4)
()

(6)

(7)

Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp1.806.716.058.838,00 (satu triliun delapan ratus enam
milyar tujuh ratus enam belas juta lima puluh delapan
ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri
atas:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;

d. Belanja subsidi;

e. Belanja hibah; dan

f. Belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rpl1.120.613.407.218,00
(satu triliun seratus dua puluh milyar enam ratus tiga
belas juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan belas
rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.943.340.218,00
(enam ratus milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta
tiga ratus empat puluh ribu dua ratus delapan belas
rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp79.609.311.402,00 (tujuh
puluh sembilan milyar enam ratus sembilan juta tiga
ratus sebelas ribu empat ratus dua rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.550.000.000,00
(lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 9 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar
Rp249.000.020.036,00 (dua ratus empat puluh sembilan
milyar dua puluh ribu tiga puluh enam rupiah), yang
terdiri atas :

a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal gedung dan bangunan;
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
jdih.kendalkab.go.id



f. Belanja modal aset tidak berwujud.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp23.330.835.018,00 (dua
puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus
tiga puluh lima ribu delapan belas rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud Rp 62.663.828.699,00 (enam puluh dua milyar
enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh
delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan
rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp
61.259.363.834,00 (enam puluh satu milyar dua ratus
lima puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu
delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp
80.454.369.485,00 (delapan puluh milyar empat ratus
lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan
ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp21.291.623.000,00 (dua puluh satu milyar dua ratus
sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu
rupiah).

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp0,00 (nol rupiah).

. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022
direncanakan sebesar Rpl129.336.263.582,00 (seratus dua
puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua
ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua
rupiah), yang terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp
98.936.263.582,00 (sembilan puluh delapan milyar
sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam
puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah),
yang terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
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c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar 98.936.263.582,00 (sembilan puluh
delapan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua
ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua
rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).

. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit
sebesar (Rp68.536.263.582,00) (enam puluh delapan
milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam
puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp68.536.263.582,00 (enam puluh
delapan milyar lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus
enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua
rupiah).

. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

.Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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11. Lampiran X diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI KENDAL,
cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 10 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 34

J‘Saliﬁé;rjt‘fsqsuai dengan aslinya,
" KEPALA'BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUA
NUR FUAD, S.H., M.H.

Pémbina Tk I
NIP--19700215 199003 1 006
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